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ABSTRAK 

 

Kevin Aditya Hardini,201610115294, Pertanggung jawaban Tindak Pidana 

Terorisme oleh JAD (PUTUSAN NOMOR:809/PI.SUS/2018/JKT.SEL) 

Kejahtan korporasi merupakan bentuk kejahatan yang tergolong baru. Menurut 

pasal 1 angka 1 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMARI) 

Nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh 

korporasi menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang/kekayaan yang 

terorganisir,baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 

Korporasi diterima sebagai subjek hukum yang keberadaannya oleh perundang-

perundang telah diakui maka pertanggungjawaban korporasi atas perbuatan 

hukumnya juga di tentukan oleh Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian 

hukum Yuridif Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undang dan 

pendekataan kasus. Jenis data penelitian ini adalah data skunder meliputi berbagai 

literatur, dan perundang-undangan, karya penelitian, karya dari kalangan hukum 

lainnya, hasil penelitian dan bahan-bahan penunjang yang memberi petunjuk-

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Penelitian ini penting 

karena bertujuan untuk mengetahui penyebab kejahatan terorisme yang dilakukan 

oleh korporasi dan bentuk pertanggungjawaban korproasi terhadap korban 

kejahatan terorisme. Penyebab dari kejahatan terorisme yang dilakukan oleh 

korporasi adalah faktor idiologi dengan motif agama yang bertujuan untuk 

mendirikan sebuah negara yang dikuasai satu pemimpin keagamaan dan politik 

menurut hukum suatu agama dan bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap 

kejahatan terorisme dinyatakan secara tegas oleh pasal 36 A Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme,menyatakan 

bahwa korban berhak mendapatkan restitusi dan korporasi wajib melakukan 

restitusi dimana menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang 

tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi,bahwa yang dapat mewakili 

korporasi dalam persidangan ialah pengurus, sehingga pengurus sebagai wakil 

korporasi wajib bertanggungjawab dengan melakukan restitusi. 

Kata Kunci : kejahatan Korporasi Terorisme, pertanggungjawaban korporsi 

terorisme. 
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ABSTRACT 

 

Kevin Aditya Hardini, 201610115294, Accountability for Criminal Acts of 

Terrorism by JAD (DECISION NUMBER: 809 / PI.SUS / 2018 / JKT.SEL) 

 

Corporate crime is a relatively new form of crime. According to article 1 number 

1 of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia (PERMARI) 

Number 13 of 2016 concerning the procedures for handling criminal cases by 

corporations, it states that a corporation is an organized group of people / assets, 

both legal and non-legal entities. Corporations are accepted as legal subjects 

whose existence by law has been recognized, so the responsibility of the 

corporation for its legal actions is also determined by law. This research is a 

normative juridical legal research with a statutory regulation approach and case 

management. This type of research data is secondary data covering a variety of 

literature and legislation, research works, works from other legal circles, 

research results and supporting materials that provide directions or explanations 

for secondary legal materials. This research is important because it aims to 

determine the causes of terrorism crimes committed by corporations and the form 

of corroboration accountability for victims of terrorism crimes. The cause of 

terrorism crimes committed by corporations is an ideological factor with religious 

motives which aims to establish a country controlled by one religious and 

political leader according to the law of a religion and the form of corporate 

responsibility for terrorism crimes is expressly stated by article 36 A of Law 

Number 5 The year 2018 concerning the eradication of criminal acts of terrorism, 

states that victims have the right to restitution and corporations are required to 

make restitution, which according to article 13 of Law Number 13 of 2016 

concerning procedures for handling criminal acts by corporations, that the one 

who can represent corporations in court is the management, so that the 

management as the corporate representative must be responsible by making 

restitution. 

Keywords: terrorism corporation crime, responsibility for the proportion of 

terrorism. 
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MOTTO 

Tak selamanya langit itu kelam  

Suatu saat akan cerah juga 

Hiduplah dengan sejuta harapan 

Habis gelap akan terbit terang 

 

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta 

Untuk para sahabat terbaik 

Dan untuk Almamater yang ku banggakan 
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